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ABSTRACT

This research examines the problematics of the issuance of Right of Use over former
Right to Build land in Salatiga City. The problem originated from the history of Right to
Build Number 47 and Right to Build Number 49 under the name of Ny. Liem Giok Nio,
which were later claimed by her heir. Meanwhile, over the same land object, Right of Use
Certificate Number 97 and Right of Use Certificate Number 99 were issued under the name
of the Salatiga City Government. This research aims to analyze the legal basis for the
issuance of the Right of Use and the reasons why the former Right to Build holder or heir
was not designated as the recipient of compensation.

This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data were
obtained through document studies of court decisions, land documents, and statutory
regulations related to Right to Build, Right of Use, land registration, inheritance, and land
acquisition. The data were then analyzed descriptively to describe the relationship between
the history of rights, land status, the legal basis for the issuance of Right of Use, and the
determination of the recipient of compensation.

The results show that the legal basis for the issuance of Right of Use Certificate
Number 97 and Number 99 no longer relied on the previous Right to Build, because Right
to Build Number 47 and Right to Build Number 49 had expired and there was no decision
to extend or renew the rights. The land object was more appropriately positioned as state
land formerly subject to rights, which could be granted Right of Use through a decision of
the authorized land official. The issuance of the Right of Use was supported by documents
concerning land control and utilization, physical data, juridical data, land examination
minutes, decisions granting the right, land books, and certificates. The former Right to
Build holder or heir was not designated as the recipient of compensation because
inheritance did not automatically prove the existence of an active land right, and the land
object was not under the heir s control or utilization at the time the land acquisition process
was carried out. Instead, the land object was controlled or utilized by another party when
it was needed for public interest. Therefore, the compensation was directed to the party
who controlled or utilized the land object at that time.

Keywords: state land formerly subject to rights, Right to Build, Right to Use, compensation,
legal certainty Right of Use, former Right to Build, state land formerly subject to rights,
heir, compensation.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerbitan Hak Pakai di atas eks Hak Guna Bangunan di Kota Salatiga menjadi
persoalan hukum karena dilakukan terhadap objek tanah yang masih dikaitkan dengan
riwayat Hak Guna Bangunan lama dan klaim ahli waris. Merujuk pada Putusan
Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 75/Pdt.G/2024/PN.Slt dan Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang Nomor 4/G/2025/PTUN.SMG, objek perkara semula
berkaitan dengan Hak Guna Bangunan Nomor 47 dan Hak Guna Bangunan Nomor 49
atas nama Ny. Liem Giok Nio. Budi Atma Suriadi selaku Penggugat mendalilkan
dirinya sebagai ahli waris dari pemegang hak lama dan masih memiliki hubungan
hukum terhadap objek tanah tersebut. Pada sisi lain, terhadap objek tanah yang sama
kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 97 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor
99 atas nama Pemerintah Kota Salatiga. Perbedaan antara klaim ahli waris berdasarkan
riwayat Hak Guna Bangunan lama dan penerbitan Hak Pakai atas nama pemerintah
daerah menjadi dasar awal permasalahan dalam penelitian ini.

Klaim terhadap riwayat Hak Guna Bangunan lama tersebut kemudian dikaitkan
dengan adanya permohonan perpanjangan atau pembaharuan hak pada tanggal 11
Agustus 1980. Permohonan tersebut didalilkan disertai pembayaran biaya pengukuran
dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Namun, keberadaan permohonan tersebut
belum cukup untuk menunjukkan bahwa Hak Guna Bangunan tetap berlanjut sebagai
hak atas tanah yang aktif. Dalam hukum pertanahan, keberlanjutan hak tidak lahir dari
permohonan semata, melainkan dari keputusan pejabat yang berwenang untuk
memperpanjang atau memperbaharui hak. Oleh karena itu, kedudukan permohonan
tersebut menjadi penting untuk menilai apakah objek tanah masih berada dalam
hubungan hukum Hak Guna Bangunan lama atau telah memasuki status hukum yang
berbeda setelah jangka waktu hak berakhir.

Hak Guna Bangunan Nomor 47 berakhir pada tanggal 24 September 1980,
sedangkan Hak Guna Bangunan Nomor 49 berakhir pada tanggal 7 November 1986.
Berakhirnya jangka waktu tersebut memiliki akibat hukum terhadap status tanah,
terlebih apabila tidak terdapat keputusan perpanjangan atau pembaharuan hak yang
sah. Keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai kedudukan tanah setelah Hak

Guna Bangunan berakhir, yaitu apakah objek tanah masih dapat dikaitkan dengan hak



lama atau telah berubah menjadi tanah negara bekas hak. Persoalan tersebut menjadi
penting karena status tanah setelah berakhirnya hak akan menentukan dasar penerbitan
hak baru dan kedudukan pihak yang mengajukan klaim.

Kronologi perkara juga memperlihatkan adanya persoalan penguasaan fisik
setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan. Setelah Ny. Liem Giok Nio meninggal
dunia pada tahun 1982, objek tersebut berkaitan dengan hibah wasiat kepada Harun
Dharma Suryadi dengan Tjipto Suriadi sebagai pelaksana wasiat. Pada perkembangan
berikutnya, objek tanah dan bangunan berkaitan dengan penguasaan fisik oleh
Bambang Murwanto. Penguasaan fisik tersebut perlu dibedakan dari alas hak yang
memiliki kekuatan hukum, karena penguasaan di lapangan tidak selalu menunjukkan
adanya hak atas tanah yang masih berlaku. Perbedaan antara penguasaan fisik dan
hubungan hukum atas tanah inilah yang turut memperumit kedudukan para pihak
dalam perkara tersebut.

Permasalahan semakin kompleks karena objek tanah yang memiliki riwayat Hak
Guna Bangunan lama kemudian digunakan untuk kepentingan fasilitas pendidikan,
yaitu SMP Negeri 4 Salatiga. Penggugat mendalilkan adanya kerugian karena objek
tanah yang dianggap masih berkaitan dengan hak lama telah digunakan dan kemudian
diterbitkan Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Salatiga. Selain itu, Penggugat juga
mempersoalkan pemberian ganti kerugian karena ahli waris pemegang Hak Guna
Bangunan lama tidak menjadi pihak penerima ganti kerugian atas penggunaan objek
tanah tersebut. Oleh karena itu, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan penerbitan
Hak Pakai, tetapi juga menyangkut dasar penentuan pihak yang berhak menerima
ganti kerugian.

Pada perkara tata usaha negara, objek sengketa yang diuji adalah Sertipikat Hak
Pakai Nomor 97/Kelurahan Salatiga seluas 171 m? dan Sertipikat Hak Pakai Nomor
99/Kelurahan Salatiga seluas 989 m? Kedua sertipikat tersebut diterbitkan pada
tanggal 30 September 2019 atas nama Pemerintah Kota Salatiga. Penerbitan kedua
sertipikat tersebut menjadi bagian penting dari latar belakang penelitian karena
dilakukan terhadap tanah yang memiliki riwayat Hak Guna Bangunan lama. Hal ini
menimbulkan persoalan mengenai status tanah setelah berakhirnya Hak Guna
Bangunan, dasar penguasaan yang digunakan dalam permohonan Hak Pakai, serta
proses administrasi pertanahan yang menjadi dasar penerbitan sertipikat.

Secara normatif, Hak Guna Bangunan merupakan hak atas tanah yang memiliki

jangka waktu tertentu. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang



Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa Hak Guna Bangunan
diberikan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang. Selanjutnya, Pasal 40
UUPA menentukan bahwa Hak Guna Bangunan hapus karena jangka waktunya
berakhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, berakhirnya jangka waktu Hak Guna
Bangunan membawa akibat hukum terhadap status tanah. Oleh karena itu,
keberlanjutan hubungan hukum terhadap objek tanah tidak cukup didasarkan pada
riwayat hak atau permohonan perpanjangan, tetapi harus dibuktikan dengan keputusan
perpanjangan atau pembaharuan hak yang sah.

Hak Pakai juga memiliki dasar hukum tersendiri dalam sistem hukum pertanahan
nasional. Pasal 41 UUPA mengatur bahwa Hak Pakai merupakan hak untuk
menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara
atau tanah milik orang lain, yang diberikan berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang atau berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah. Pada saat penerbitan
Sertipikat Hak Pakai Nomor 97 dan Nomor 99 tahun 2019, tata cara pemberian hak
atas tanah negara masih merujuk pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Peraturan tersebut relevan untuk
menilai prosedur pemberian Hak Pakai, terutama mengenai permohonan, dasar
penguasaan tanah, data fisik, data yuridis, pemeriksaan tanah, dan keputusan
pemberian hak.

Kedudukan ahli waris dalam perkara ini perlu ditempatkan pada hubungan antara
hukum kewarisan dan status hak atas tanah yang diwariskan. Pasal 830 KUHPerdata
menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pasal 832
KUHPerdata mengatur pihak yang berhak menjadi ahli waris, sedangkan Pasal 833
KUHPerdata menyatakan bahwa ahli waris memperoleh hak atas barang, hak, dan
piutang pewaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ahli waris dapat
menggantikan kedudukan pewaris terhadap hak-hak yang masih menjadi bagian dari
harta peninggalan. Namun, apabila Hak Guna Bangunan telah berakhir dan tidak
terdapat keputusan perpanjangan atau pembaharuan hak, hubungan kewarisan tidak
dengan sendirinya menghidupkan kembali hak atas tanah yang telah hapus. Dengan
demikian, klaim ahli waris perlu dilihat tidak hanya dari hubungan darah atau
hubungan kewarisan, tetapi juga dari ada atau tidaknya hak atas tanah yang masih
berlaku.

Persoalan ganti kerugian dalam perkara ini berkaitan dengan ketentuan

pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012



tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menegaskan
bahwa ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak. Pasal 40 undang-undang
tersebut menyatakan bahwa pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah
diberikan langsung kepada pihak yang berhak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa
pemberian ganti kerugian harus didasarkan pada hubungan hukum yang dapat
dibuktikan terhadap objek tanah. Dengan demikian, klaim sebagai ahli waris perlu
dilihat bersamaan dengan status hak atas tanah yang diwariskan, dasar penguasaan,
dan kedudukan objek tanah pada saat proses pemberian ganti kerugian dilakukan.

Perkara ini kemudian menempuh dua jalur peradilan. Pada Putusan Pengadilan
Negeri Salatiga Nomor 75/Pdt.G/2024/PN.Slt, persoalan yang diajukan berkaitan
dengan klaim ahli waris, penguasaan objek tanah, penggunaan tanah, serta keberatan
terhadap penerbitan Hak Pakai. Sementara itu, pada Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor 4/G/2025/PTUN.SMG, objek yang diuji adalah Sertipikat
Hak Pakai Nomor 97 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 99 sebagai produk administrasi
pertanahan. Perbedaan ruang pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa perkara ini
memiliki dua dimensi, yaitu dimensi keperdataan yang berkaitan dengan klaim ahli
waris dan dimensi administrasi pertanahan yang berkaitan dengan penerbitan
sertipikat..

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menelaah
problematika penerbitan Hak Pakai di atas tanah eks Hak Guna Bangunan di Kota
Salatiga secara lebih terarah. Persoalan ini penting dikaji karena penerbitan Hak Pakai
atas nama Pemerintah Kota Salatiga tidak dapat dilepaskan dari riwayat Hak Guna
Bangunan lama, klaim ahli waris, penguasaan fisik atas objek tanah, serta pemberian
ganti kerugian kepada pihak yang dinilai berhak. Dengan demikian, penelitian ini
tidak hanya membahas terbitnya sertipikat sebagai produk administrasi pertanahan,
tetapi juga menempatkannya dalam hubungan dengan kepastian hukum atas status
tanah dan kedudukan para pihak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diberi judul
“Problematika Penerbitan Hak Pakai di Atas Eks Hak Guna Bangunan di Kota
Salatiga.”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, inti permasalahan dalam penelitian ini
terletak pada alas hak penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota

Salatiga di atas tanah negara bekas Hak Guna Bangunan, serta kedudukan bekas



pemegang Hak Guna Bangunan atau ahli warisnya dalam pemberian ganti kerugian.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa alas hak yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai di atas tanah
Eks. Hak Guna Bangunan?

2. Mengapa bekas pemegang Hak Guna Bangunan atau ahli waris tidak menjadi

pihak yang menerima ganti kerugian atas penggunaan objek tanah sebelumnya?

C. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan
dilakukannya penelitian ini yaitu, untuk:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis alas hak yang menjadi dasar penerbitan
Sertipikat Hak Pakai Nomor 97 dan Nomor 99 atas nama Pemerintah Kota
Salatiga di atas tanah negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 47 dan Nomor
49;

b. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan pemberian ganti kerugian atas
penggunaan objek tanah untuk fasilitas pendidikan tidak diberikan kepada
bekas pemegang Hak Guna Bangunan Nomor 47 dan Nomor 49 atau ahli
warisnya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu

sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis
1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum agraria,

khususnya mengenai alas hak penerbitan Hak Pakai atas tanah negara
bekas Hak Guna Bangunan yang digunakan untuk kepentingan
pemerintah daerah;

2) Memperkaya literatur akademik mengenai kedudukan bekas pemegang
Hak Guna Bangunan atau ahli waris dalam penentuan pihak yang berhak
menerima ganti kerugian atas penggunaan tanah untuk fasilitas
pendidikan.

b. Manfaat Praktis
1) Menjadi bahan referensi bagi instansi pertanahan, pemerintah daerah, dan

pihak terkait dalam melihat persoalan alas hak penerbitan Hak Pakai atas



2)

tanah negara bekas Hak Guna Bangunan, khususnya pada perkara yang
melibatkan riwayat hak lama dan penerbitan hak baru atas objek tanah
yang sama;

Memberikan informasi bagi masyarakat, khususnya bekas pemegang hak
atau ahli waris, mengenai pentingnya kejelasan status hak, bukti
hubungan hukum, dan kedudukan hukum dalam mengajukan klaim

terhadap tanah negara bekas hak.



BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penyelesaian tumpang tindih

penguasaan tanah negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 47 dan Nomor 49 dengan

Hak Pakai Nomor 97 dan Nomor 99 di Kota Salatiga, maka kesimpulan dalam

penelitian ini disusun berdasarkan dua rumusan masalah yang telah dianalisis pada

bab sebelumnya.:

1.

Alas hak penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 97 dan Sertipikat Hak Pakai
Nomor 99 atas nama Pemerintah Kota Salatiga dapat dijelaskan dari perubahan
kedudukan objek tanah setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan Nomor 47 dan
Hak Guna Bangunan Nomor 49. Berakhirnya kedua Hak Guna Bangunan tersebut,
tanpa adanya keputusan perpanjangan atau pembaharuan hak, menyebabkan objek
tanah tidak lagi dilekati Hak Guna Bangunan aktif dan dapat ditempatkan sebagai
tanah negara bekas hak. Atas dasar kedudukan tersebut, Pemerintah Kota Salatiga
mengajukan Hak Pakai yang kemudian didukung oleh dokumen penguasaan dan
pemanfaatan tanah, data fisik, data yuridis, risalah pemeriksaan tanah, keputusan
pemberian Hak Pakai, buku tanah, dan sertipikat. Dengan demikian, penerbitan
Hak Pakai memiliki dasar administratif dalam sistem pemberian hak atas tanah
negara.

Bekas pemegang Hak Guna Bangunan atau ahli waris tidak menjadi pihak
penerima ganti kerugian karena tidak terbukti memiliki hubungan hukum aktif
dengan objek tanah pada saat proses penggunaan dan administrasi pertanahan
dilakukan. Kedudukan sebagai ahli waris hanya menjelaskan hubungan historis
dengan pemegang HGB lama, tetapi tidak otomatis menimbulkan hak atas tanah
maupun hak atas ganti kerugian apabila HGB yang menjadi dasar klaim telah
berakhir dan tidak terbukti diperpanjang atau diperbaharui secara sah. Dalam
penentuan pihak yang berhak menerima ganti kerugian, yang harus dibuktikan
adalah adanya hak, dasar penguasaan, atau kepemilikan atas objek yang dapat
dinilai. Karena unsur tersebut tidak terpenuhi, tidak ditetapkannya bekas
pemegang HGB atau ahli waris sebagai penerima ganti kerugian dapat dipahami

sebagai konsekuensi dari prinsip kepastian hukum.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-

pihak yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pertanahan, khususnya terhadap

tanah negara bekas hak lama yang kemudian diterbitkan hak baru. Adapun saran yang

dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1.

Kantor Pertanahan perlu memperkuat pemeriksaan riwayat tanah, status hak yang
telah berakhir, dasar penguasaan, serta dokumen perolehan tanah sebelum
menerbitkan hak baru di atas tanah negara bekas hak. Pemeriksaan tersebut
penting agar penerbitan Hak Pakai tidak hanya didasarkan pada kelengkapan
administratif pemberian hak, tetapi juga memperhatikan keterhubungan antara
riwayat hak lama, dasar penguasaan, dan proses perolehan tanah yang
mendahuluinya.

Pemerintah Kota Salatiga perlu memastikan bahwa setiap perolehan tanah melalui
mekanisme pengadaan tanah skala kecil didukung oleh dokumen yang lengkap,
terutama mengenai identifikasi pihak yang berhak, dasar hubungan pihak tersebut
dengan objek tanah, penilaian atau kesepakatan ganti kerugian, bukti pembayaran,
serta dokumen pelepasan atau penyerahan tanah. Kelengkapan dokumen tersebut
penting untuk mencegah munculnya sengketa di kemudian hari, terutama apabila
terdapat klaim dari bekas pemegang hak atau ahli waris.

Bekas pemegang hak atau ahli waris yang masih mendalilkan hubungan hukum
terhadap tanah eks hak perlu segera menindaklanjuti status haknya melalui
mekanisme pertanahan yang berlaku. Hubungan kewarisan sebaiknya tidak hanya
dibuktikan melalui status sebagai ahli waris, tetapi juga melalui kejelasan hak atas
tanah yang masih berlaku atau dasar hukum lain yang dapat

dipertanggungjawabkan.
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